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RINGKASAN

A. Miftahul Amin, S.H.I., M.Sos., CPM., CPA., CPC., CPArb. 22102021002, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Malang,   April 2023. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI INDONESIA, Prof. Dr. H. Misranto, S.H., M.Hum., Dr. Diyan Isnaeni, S.H., M.H.

Maraknya kasus-kasus mafia tanah yang begitu banyak dan masih banyak yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan sengketa pertanahan dan/atau konflik sosial dalam bidang pertanahan, maka perlu diteliti secara tuntas mengenai pengaturan pemberantasan mafia tanah dalam hukum positif di Indonesia dan upaya hukum dalam penyelesaian pemberantasan mafia tanah di Indonesia, serta akibat hukum pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia.


Ada beberapa terminologi tentang mafia tanah yang dipaparkan oleh para ahli hukum, salah satunya adalah Pakar Hukum Tanah sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., menyatakan Mafia Tanah sebagai kelompok yang terstruktur dan terorganisir, terstruktur karena kelompok mafia tanah mempunyai struktur organisasi dengan melibatkan banyak aktor dan pembagian kerja yang sistematis dengan susunan. Ada kelompok sponsor yang berfungsi sebagai penyandang dana, upaya memengaruhi kebijakan dan memengaruhi instansi pemerintah di semua lapisan, dan ada juga kelompok Garda Garis Depan yang berfungsi sebagai aktor yang berjuang secara legal (warga masyarakat biasa) dan illegal (preman dan Pengamanan Swakarsa). Ada pula kelompok profesi yang berwenang yang terdiri dari para Advokat, Notaris-PPAT, pejabat pemerintah dari pusat – daerah – camat - kepala desa yang berfungsi sebagai pendukung baik legal dan ilegal. Sementara itu, disebut terorganisir karena mafia tanah menggunakan berbagai metode kerja yang keras-ilegal yaitu dengan tindakan perebutan tanah  dan pendudukan tanah yang menjadi objek sasaran, dan melakukan konflik dengan menggunakan kekerasan yang berpotensi taruhan nyawa.”Sedangkan cara halus-ilmiah dan tampak legal, adalah upaya pencarian dokumen kepemilikan tanah, pemalsuan dokumen kepemilikan tanah dengan tampilan hasilnya mendekati atau bahkan sama dengan aslinya, proses pendekatan dalam rangka negosiasi dengan pemilik tanah, serta melakukan pengajuan gugatan dengan logika berpikir yang sistematis dan logis. 


Pengaturan pemberantasan mafia tanah di Indonesia dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam kodifikasi hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Tata Usaha Negara, dimana kesemuanya juga mengaplikasikan hukum acara dalam rangka upaya hukum dalam penyelesaian pemberantasan mafia tanah di Indonesia, baik upaya penyelesaian secara Non litigasi/Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang melibatkan mediator, ajudikator, konsiliator, dan arbiter sebagai orang bukan pihak yang berada di tengah sengketa/konflik pertanahan dalam konteks mafia tanah, maupun upaya hukum Litigasi yang melibatkan pihak-pihak/Instansi penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, sampai Pengadilan. Dalam tataran praktik tentang akibat hukum pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia, dalam hal ini memang terjadi akibat hukum positif yang signifikan terhadap upaya hukum pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia walaupun masih harus terus ditingkatkan baik dari sisi peraturan per Undang-Undangan yang lebih spesifik, ataupun pada semangat para penegak hukum dan birokrasi administrasi pertanahan/pejabat pemangku kebijakan pertanahannya.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Upaya Hukum, Mafia Tanah.
SUMMARY

A. Miftahul Amin, S.H.I., M.Sos., CPM., CPA., CPC., CPArb. 22102021002, Master Of Law Study Program, Postgraduate, University Of Islam Malang,   April 2023. JURIDICAL REVIEW OF LEGAL EFFORTS TO ERADICATE LAND MAFIA IN INDONESIA, Prof. Dr. H. Misranto, S.H., M.Hum., Dr. Diyan Isnaeni, S.H., M.H.

The rise of land mafia cases are so many and many are still not resolved properly, so as to cause land disputes and/or social conflicts in the field of land, it needs to be thoroughly investigated regarding the arrangement of land mafia eradication in positive law in Indonesia and legal efforts in the settlement of land mafia eradication in Indonesia, as well as the legal consequences of prevention and eradication of land mafia in Indonesia.

There are several terminology about land mafia presented by legal experts, one of which is a land law expert and Professor of the Faculty of law UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., states The Land Mafia as a structured and organized group, structured because the land mafia group has an organizational structure involving many actors and a systematic division of Labor by arrangement. There are sponsorship groups that function as funders, influencing policy and influencing government agencies at all levels, and there are also frontline Guard groups that function as actors who fight legally (ordinary citizens) and illegally (thugs and self-defense). There is also an authorized professional group consisting of Advocates, notaries-PPAT, government officials from the Central – Regional – Sub - District-village heads who serve as supporters of both legal and illegal. Meanwhile, it is called organized because the land mafia uses various hard-illegal methods of work, namely by seizing land and occupying land that is the target object, and conducting conflicts using violence that have the potential to risk lives.”While the subtle way-scientific and legal-looking, is the search for documents of ownership of land, falsification of documents of ownership of land with the appearance of the result is close to or even equal to the original, the process of approach in the framework of negotiations with the landowner, as well as filing a lawsuit with the logic of systematic and logical thinking.

The regulation of land mafia eradication in Indonesia in positive law applicable in Indonesia has been regulated in the codification of Criminal Law, Civil Law, and Administrative Law, where all of them also apply procedural law in the framework of legal efforts in the settlement of land mafia eradication in Indonesia, both non-litigation/Alternative Dispute Resolution (ADR) settlement efforts involving mediators, adjudicators, conciliators, and arbitrators, as well as litigation involving parties/law enforcement agencies ranging from the police, prosecutors, to the court. In the level of practice on the legal consequences of the prevention and eradication of land mafia in Indonesia, in this case there is a significant positive legal effect on the legal efforts to prevent and eradicate the land mafia in Indonesia although it must continue to be improved both in terms of more specific laws and regulations, or in the spirit of law enforcement and land administration bureaucracy/land policy officials.

Keywords: Juridical Review, Legal Remedies, Land Mafia.

Pendahuluan

Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang amat penting dalam kehidupannya. Di atas tanah, manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun,  beternak, dan lain-lain. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.
 Sebagai suatu aset yang sangat strategis, selanjutnya negara turut andil mengatur mengenai tanah yang berada di dalam wilayah negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA ini disebutkan bahwa: “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”, yang mana pasal tersebut merupakan embrio lahirnya Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN). 

HMN merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga dapat mengatur dan mengurus (regelen en besturen) segala hal yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Melalui HMN inilah, maka negara selaku badan penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.

Kata menguasai mempunyai dua arti, yaitu menguasai secara fisik dan menguasai secara yuridis. Menguasai secara fisik adalah orang yang menguasai sebidang tanah dapat berbuat sesuatu, misalnya: mendirikan bangunan, menanam tanaman di atas tanahnya dan sebagainya. Menguasai secara yuridis adalah penguasaan atas tanah yang dilandasi dengan hak dan dilindungi oleh hukum, umumnya juga memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya.

Sedangkan dalam perkembangan hukum di Indonesia mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) juga diikuti dengan perkembangan hukum dalam kemasyarakatan yang dikenal sebagai Hak Pribadi Manusia (HPM). Penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) atau Hak Pribadi Manusia (HPM) disuratkan secara jelas dalam UUD NRI 1945 :
 Ayat (1) “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu tidak ada kecualinya”.

Konstitusi 1950 Hak Asasi Manusia juga menerangkan secara tegas pada BAB I bagian 5 dan bagian 6 tentang pengaturan kewajiban asasi Negara terhadap warganya yang terdiri dari hak individu manusia, hak perlakukan yang sama di muka hukum, dan hak mendapat bantuan hukum.
  
Menurut Nurhasan Ismail, ahli hukum tanah sekaligus guru besar fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, mafia tanah merupakan jaringan kinerja dari sejumlah orang yang terorganisir, sangat rapi, sistematis, tampak wajar, dan legal, namun di dalamnya tetap terkandung tindakan yang ilegal dan pelanggaran hukum dengan orientasi pada perolehan keuntungan bagi diri mereka dan mendatangkan kerugian ekonomi bagi pihak lain. Fakta ada dan berlangsungnya mafia tanah dapat dirujuk pada data pada bulan Februari 2020 yaitu Kementerian ATR menengarai dan memproses 61 sengketa tanah yang melibatkan dan akibat dari kinerja Mafia Tanah, dan pada kesempatan yang sama Polda Metro Jaya mengumumkan penangkapan sejumlah orang anggota Mafia Tanah sebagai tersangka.

Pengertian Mafia Tanah menurut hemat penulis adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat yang menggunakan tanah sebagai obyek kejahatan dengan cara persekongkolan dan/atau adanya pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan dengan tanah sebagai obyek utamanya. Persekongkolan atau Pemufakatan Jahat dalam Kamus Hukum Bahasa Belanda disebut sebagai Cospireren yang artinya bersekongkol, membeli, menyewa, menerima barang, menerima gadai, menyembunyikan atau memalsu, menggunakan barang yang berasal dari kejahatan.
 Sedangkan Mafia Tanah menurut Petunjuk Teknis tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Individu, Kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.

Pengertian upaya hukum pemberantasan mafia tanah menurut hemat penulis adalah setiap serangkaian upaya berdasarkan hukum untuk mencegah dan menanggunalangi adanya mafia tanah melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam aspek hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara/hukum administrasi negara.

Maraknya kasus-kasus mafia tanah yang begitu banyak dan masih banyak yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan sengketa pertanahan dan/atau konflik sosial dalam bidang pertanahan, maka perlu diteliti secara tuntas mengenai pengaturan pemberantasan mafia tanah dalam hukum positif di Indonesia dan upaya hukum dalam penyelesaian pemberantasan mafia tanah di Indonesia.  

Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian terkait permasalahan tersebut, sebagaimana telah dituangkan dalam penelitian ini, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia”. dan selanjutnya penulis akan mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Hukum Positif di Indonesia ?

2. Bagaimana Upaya Hukum dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia ?
3. Bagaimana Akibat Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia?

Teori
1. Teori Tujuan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum karena permasalahan inti yang dirumuskan dalam peneltian ini berfokus pada upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia yang dapat mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum dikemukakan Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkah masyarakat. Tujuan hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa tujuan hukum, niscaya produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.
 Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan.

Terdapat 3 (tiga) nilai dasar dari hukum yang kemudian dikenal dengan cita hukum, yang mana hukum harus memenuhi nilai-nilai dasar tersebut, yaitu: keadilan, kegunaan/kemanfaatan (zweckmaszigkeit), dan kepastian hukum.
 Sebagai suatu nilai dasar yang harus dipenuhi, maka penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia harus mampu mengakomodasi terpenuhinya ketiga nilai dasar tersebut. Keadilan dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Adapun kepastian hukum dimaksudkan agar negara menjamin adanya kepastian hukum dalam wujud peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Kemanfaatan dimaksudkan bahwa segala upaya yang terdapat dalam penyelenggaraan upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia harus memberikan manfaat yang besar, khususnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan berpedoman pada prinsip teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu Pertama, Keadilan Hukum, Kedua, Kepastian Hukum, Ketiga, Kemanfaatan Hukum. Adapaun penjelasan mengenai tiga pilar teori tujuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teori Keadilan

Sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan sering menjadi fokus utama dari setiap diskusi tentang hukum. Sayangnya, karena keadilan sendiri merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan. Teori keadilan ini akan menjadi pisau analisis yang dapat mengkaji posisi para pihak dalam Upaya Hukum Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia, yakni Para Penegak Hukum dan masyarakat, apakah telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dijabarkan dalam teori keadilan John Rawls dan Aristoteles. Berikut ini ada beberapa teori keadilan yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada, yaitu:
1. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan merupakan fokus utama dari setiap system hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti dikatakan oleh John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice berikut:

Each person possessed an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole can not override. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many. Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social interest….an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Being first virtues of human activities, trusth and justice are uncompromising.

Dari pendapat John Rawls tersebut terlihat bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebajikan yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka terhadap kebenaran dan keadilan tidak ada kompromi. Selanjutnya, prinsip keadilan menurut John Rawls dirinci sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (equal liberties);

2. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif, yaitu:

a. Terciptanya keuntungan maksimum yang reasonable untuk setiap orang, termasuk bagi pihak yang lemah (maximum minimorium);

b. Terciptanya kesempatan bagi semua orang.

Jonh Rawls menyatakan bahwa teori keadilan merupakan teori tentang sentiment moral, jelas bahwa teori keadilan John Rawls tersebut sangat bersifat psikologis. Di samping itu, dengan menyatakan justice as fairness, apa sebenarnya yang disebut dengan fairness itu merupakan masalah moralitas manusia, sehingga teori keadilan dari John Rawls sebenarnya juga tidak dapat dipisahkan dengan masalah moral.
2. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles membagi keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif merupakan suatu keputusan yang konstan untuk memberikan setiap orang akan haknya (to give each one his due), dengan tujuan untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan interaksi antar individu, sehingga masing-masing bisa memperoleh haknya secara sama. Jadi, keadilan kumulatif yang merupakan keadilan yang berasal dari suatu kebajikan yang khusus ini, pada prinsipnya memberlakukan asas sama rata, tanpa melihat pada kualifikasi pencari keadilan tersebut. Jadi, keadilan kumulatif memberlakukan setiap orang secara sama (equal).

Keadilan kumulatif menurut Aristoteles ini adalah pekerjaannya hakim. Misalnya, menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain.

Sedangkan keadilan distributif merupakan suatu keputusan yang konstan dari negara sebagai otoritas kekuasaan untuk memberikan setiap orang akan haknya, dengan tujuan untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat dimiliki dalam jenis dan jumlah yang masing-masingnya bervariasi, sesuai dengan jasa baik (merits), kecurangan/ ketercelaan (demerits), kemampuan dan kebutuhan dari setiap individu dalam suatu masyarakat. Sehingga terhadap keadilan distributif ini ada yang menganggap sebagai bagian dari keadilan untuk memberi hasil (remunerative justice) atau bagian dari keadilan untuk mempertahankan hak (vindicative justice). Dalam hal ini, keadilan distributif memberikan setiap orang sesuai prestasinya, atau memberikan hukuman kepada setiap orang sesuai tingkat kesalahannya. Karena itu, berbeda dengan keadilan kumulatif yang menekankan pada pengertian kesamaan (equal), sedangkan keadilan distributif lebih menekankan kepada pengertian proporsional.

Baik keadilan distributif maupun keadilan kumulatif sama-sama harus diterapkan dalam berbagai aspek. Negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi harus mengakomodasi terciptanya keadilan distributif dan keadilan kumulatif dalam setiap tatanan kehidupan rakyatnya melalui seperangkat aturan hukum yang menjadi acuan dasar dalam bertindak. Terciptanya keadilan distributif dan keadilan kumulatif secara bersama-sama akan menjamin perlindungan hak dan kewajiban berbagai pihak demi tercapainya rasa keadilan yang utuh.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum akan kehilangan makna tanpa nilai kepastian, karena keberadaan nilai kepastianlah yang membuat hukum tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Teori kepastian hukum ini akan menjadi pisau analisis yang dapat mengkaji kepastian hukum terhadap upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Regulasi yang mengatur mengenai upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia harus dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dengan demikian mampu melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

E. Fernando M. Manullang menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam bukunya, E. Fernando M. Manullang menyebutkan pendapat dari Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
 

Untuk memahami dengan jelas mengenai kepastian hukum, berikut uraian pengertian mengenai kepastian hukum menurut para ahli. Menurut pendapat Gustav Radbruch, terdapat beberapa hal mendasar terkait dengan makna kepastian hukum, yakni:

a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;

b. Hukum itu didasarkan pada fakta, yang artinya didasarkan pada kenyataan, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”;

c. Fakta itu harus dapat dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, serta agar mudah dilaksanakan;

d. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Jan M. Otto memberikan pula pendapat mengenai kepastian hukum, yaitu kepastian hukum dalam situasi tertentu:

a. Terdapat aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten serta mudah diperoleh (accesible), dan yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten serta tunduk dan taat kepadanya;

c. Mayoritas warga secara prinsipnya menyetujui dari muatan isi, serta menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

d. Hakim-hakim (peradilan) yang bersikap mandiri serta tidak berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten sewaktu menyelesaikan sengketa hukum; dan

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat diatas menunjukkan bahwa kepastian hukum bisa dicapai apabila substansi dari hukumnya sejalan dengan kebutuhan dari masyarakat. Ketentuan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum yakni hukum yang mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly) adalah dapat mensyaratkan terciptanya suatu keharmonisan antara negara dengan masyarakat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Adapun menurut E. Fernando M. Manullang, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang harus sesuai dengan bunyi dari aturannya agar masyarakat dapat memastikan hukum tersebut telah dilaksanakan.
 Pendapat E. Fernando M. Manullang tersebut menekankan pada pemberian jaminan bahwa bagaimana dijalankannya suatu aturan hukum, apakah telah dijalankan sesuai dengan aturan tersebut atau tidak. Pengabaian terhadap muatan aturan akan menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. 
c. Teori Kemanfaatan Hukum

Selain keadilan dan kepastian hukum, maka tujuan hukum yang ketiga adalah kemanfaatan. Perlu diketahui bahwa keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern, artinya sudah sejak ribuan tahun lalu kedua nilai tersebut ada dalam wacana hukum, tetapi kepastian hukum adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. 

Untuk memahami dengan jelas mengenai kepastian hukum, berikut uraian pengertian mengenai kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham, dalam karya monumentalnya berjudul Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Menurutnya, kemanfaatan hukum didefinisikan sebagai sifat dalam sembarang benda, yang dengannya benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.Lebih jelasnya bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.
 Yang dalam konteks sistem hukum Indonesia berupa instrumen hukum yang dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, Bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh tiga elemen utama yaitu Pertama, Struktur Hukum (Legal Structure), Kedua, Substansi Hukum (Legal Subtance), Ketiga, Budaya Hukum (Legal Culture). Sedangkan penjelasan mengenai tiga elemen dalam teori sistem hukum tersebut adalah  :
 
a. Subtansi Hukum (Legal Structure)

Subtansi Hukum merupakan isu hukum itu sendiri. Proses pembuatan suatu produk hokum dilakukan oleh pembuat undang-undang. Presiden dan DPR adalah lembaga eksekutif dan legislatif yang diberi wewenang untuk membuat undang-undang sesuai UUD 1945. Pembuatan produk hokum harus mencerminkan nilai-nilai dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.25) Hasil produk hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Struktur Hukum (Legal Substance)

Struktur yaitu kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan. Bagian yang member semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan.26 Struktur Hukum di Indonesia terdiri dari dari lembaga Negara penegak hukum antara lain pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat dan lembaga penegak hokum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK. Semua lembaga Negara mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri dalam menegakkan hokum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya Hukum mengandung makna proses internalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pemahaman dan penegakkan hukum27) Budaya hukum merupakan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat. Budaya Hukum dibedakan menjadi dua yaitu internal dan eksternal.28) Internal budaya hukum berada pada struktur hukum atau aparat penegak hukum, sedangkan eksternal budaya hukum berada pada masyarakat umum.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakkan hukum tergantung pada subtansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Subtansi Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman disebut sebagai system yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi juga meliputi hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang saja.Stuktur Hukum menurut Lawrence Meir Friedman disebutkan sebagai system yang menentukan bisa atau tidaknya suatu aturan hukum dilaksanakan dengan baik. Sedangkan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah erat kaitannya denan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukumnya, maka akan tercipta pola pikir masyarakat yang baik.

Secara sederhana hubungan antara ketiga unsur system hukum itu bisa diibaratkan sebagai pekerjaan mekanik, stuktur ibarat mesin; subtansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin; sedang kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.29)
Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh peneliti berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Penelitian normatif adalah pemecahan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum, yang memiliki ciri dengan menggunakan landasan teoritis dan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Landasan teoritis yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan, norma-norma, maupun teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian doktrinal yakni penelitian hukum yang akan menelaah secara sistematis mengenai aturan hukum kemudian memberikan analisis untuk menjawab isu-isu hukum masa depan.
Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga dikatakan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

      Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach);

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini berguna untuk mencari kandungan filosofis suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk menelah apakah ada konsistensi antara undang-undang dan regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan tinjauan yuridis terhadap upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia. sehingga nantinya tercipta suatu upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia yang berkesinambungan dengan hukum positif nasional dan aktual serta komprehensif. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah untuk penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

a. Pendekatan konseptual (conceptual approach);

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya tanpa beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.
 Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menemukan konsep-konsep upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia sebagai argumentasi hukum, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

b.  Pendekatan perbandingan (comparative approach);

Pendekatan perbandingan (comparative approach) adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dengan melakukan perbandingan hukum akan dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula; dan (2) kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula. Pendekatan perbandingan yang digunakan akan dipakai untuk melihat bagaimana tinjauan yuridis terhadap upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia, baik dalam aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum tata usaha negara. 

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga), yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang memiliki otoritas. Otoritas di sini berarti bahwa bahan hukum tersebut memiliki sifat yang mengikat.
 Bahan hukum primer yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

5. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PRP / PERPU) No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya.

6. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN No. 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia.

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

9. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku dan sesuai dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, makalah dalam seminar/ lokakarya/ simposium, jurnal, artikel-artikel, pendapat para sarjana, putusan pengadilan, serta catatan perkuliahan yang terkait dengan masalah hukum yang telah dirumuskan oleh peneliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, hasil wawancara, dan lainnya yang dapat membantu untuk menganalisis isu hukum yang telah dikemukakan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan (library research), yaitu melalui prosedur inventarisasi dan klasifikasi serta sistematisasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

Tahap pengumpulan bahan hukum pertama kali dilakukan dengan cara inventarisasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum sesuai objek penelitian. Selanjutnya dilakukan dengan cara klasifikasi, yaitu memilah-milah bahan hukum sehingga yang tersisa hanyalah bahan hukum yang benar-benar sesuai dengan objek penelitian. Kemudian dilakukan dengan cara sistematisasi, yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang harus dibaca terlebih dahulu agar memudahkan penelitian ini.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipergunakan untuk analisis data yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang berasal dari tulisan/ ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.
 Melalui data yang deskriptif tersebut diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang obyek penelitian yang selanjutnya dipisah-pisahkan dan diambil mana yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti,untuk kemudian dapat dikaji lebih lanjut dan disusun secara sistematis, lalu diperoleh sebuah analisa yang mendalam tentang tinjauan yuridis terhadap upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia.
Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang diperoleh selanjutnya akan diolah dengan cara diklasifikasi, dikategorisasi, dan dianalisis secara kritis dengan menggunakan teori dan asas-asas hukum secara sistematis dan runtut untuk menemukan norma hukum mengenai upaya hukum pemberantarasan mafia tanah di Indonesia yang secara spesifik belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif nasional. Penemuan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode konstruksi hukum.

Proses analisis bahan hukum dimulai dari substansi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, selanjutnya analisis dilakukan terhadap substansi bahan hukum sekunder yang berupa putusan pengadilan, hasil penelitian, jurnal, artikel, makalah, dan bahan lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu, proses analisis juga dilakukan terhadap substansi bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia dan/atau hasil wawancara yang akan membantu peneliti untuk lebih memahami bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis bahan hukum dilakukan untuk menghasilkan suatu proposisi atau konsep yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah melakukan analisis (pengkajian atau telaah) atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum tadi.

Setelah argumentasi didapatkan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun. Langkah ini dilakukan sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yang menyorot sesuatu (objek) yang dicita-citakan atau yang seharusnya.
 Sehingga mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pada akhirnya, penelitian hukum ini akan menghasilkan pemikiran teoritik tentang tinjauan yuridis terhadap upaya hukum pemeberantasan mafia tanah di Indonesia.

Hasil Penelitian
1. Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Hukum Positif di Indonesia diatur dalam klasifikasi Hukum yaitu:
1. Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Pidana.Terkait dengan tindak pidana pertanahan, maka dasar hukum pengaturannya  terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yaitu, Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP; Kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP; Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP, serta pasal Pasal 372 Jo 378 KUHP tentang Kejahatan penggelapan/penipuan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan stellionaaat, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, dan PRP No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang Penyertaan dalam tindak pidana. 

2. Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Perdata. Terkait dengan obyek tanah dalam hukum perdata, maka dasar hukum pengaturannya  terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang muncul akibat dari Undang-undang Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. adapun beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dalam hal ini, yaitu, Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 1366 KUHPerdata; Pasal 1367 KUHPerdata; Pasal 1368 KUHPerdata; Pasal 1369 KUHPerdata; Pasal 1792 KUHPerdata; Pasal 1354 KUHperdata; Pasal 1263 KUHPerdata; Selain diatur di Buku II KUHPerdata/BW, hukum benda juga diatur dalam: Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Dengan berlakunya UUPA ini maka berlakunya pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdata/BW dapat dirinci sebagai berikut : Pasal-pasal yang masih berlaku penuh., Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang   bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya., Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih  berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya; Undang Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan; Undang Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik; Undang Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband; UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya; UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

3. Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Tata Usaha Negara. Terkait dengan sengketa TUN pertanahan, maka dasar hukum pengaturannya  terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yaitu,  Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945; Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (perubahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004); Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No 35 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman); Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (perubahan dari Undang-Undang No 14 Tahun 1985, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung); Yurisprudensi; Praktek Administrasi Negara sebagai hukum kebiasaan; Doktrin atau pendapat para ahli hukum.

2. Upaya Hukum Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia terdiri atas:

a. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Pidana:

1. Non Litigasi berupa Mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagi alas hak sertipikat, Jika mediasi berhasil dibuatkan Surat Rekomendasi penyelesaian kasus disampaikan ke kepala Kantor Pertanahan, jika digelar di Kementerian dan/atau kantor Wilayah akan tetapi pelaksanaan penyelesaian kasus merupakan kewenangan kantor pertanahan; Mediasi oleh Mediator bersertifikat dari MA RI atau dari Lembaga Diklat Terakreditasi MA RI (bagi alas hak yang belum bersertifikat, Petok D, Letter C, Girik), jika mediasi berhasil dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian / Akta Perdamaian Notariil dan didaftarkan para pihak di Pengadilan Negeri Wilayah hukum letak tanah yang jadi obyek kasus untuk memperoleh Putusan Perdamaian (Akta Van Dading).

2. Litigasi Delik/Tindak Pidana: Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas); laporan Polisi (LP); P21; Kejaksaan; Proses Peradilan Pidana; Putusan Pengadilan, dapat dilakukan Upaya Biasa yaitu berupa banding dan Kasasi, dan Upaya luar biasa yaitu Pemeriksaan Kasasi demi kepentingan umum, dan Peninjauan Kembali.

b. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum  Perdata:

1. Non Litigasi berupa Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator; Arbitrase, yaitu seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya oleh seorang Arbiter; Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan dibantu oleh Konsiliator; Ajudikasi, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Ajudikator.

2. Litigasi, yaitu Gugatan perdata; Mediasi Pengadilan (Berhasil/Tidak); Jika tidak berhasil proses gugatan selanjutnya; Pembacaan Gugatan; Eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisional, gugatan rekonvensi; Replik-Duplik; Pembuktian, barang bukti dan saksi; Kesimpulan; Musyawarah tertutup; Putusan; Upaya Hukum Biasa (banding dan Kasasi); Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali, Derden Verzet).

c. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum  Tata Usaha Negara, yaitu pendaftaran Gugatan tata Usaha Negara (TUN), Berhenti atau Dismissal, Jika lanjut maka dilanjutkan dengan Pemeriksaan Persiapan; Pembacaan Gugatan; Pembacaan Jawaban; Replik-Duplik; Pembuktian; Kesimpulan; Putusan; Upaya Hukum Biasa (Perlawanan Penetapan Dimissal, Banding, dan kasasi); Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali, Kasasi demi Kepentingan Hukum).

3. Akibat Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia
Akibat hukum dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia, serta berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah dan semangat bersama yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu instansi yang berwenang memutus praktik mafia tanah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah pada awal 2021. Dalam hal ini ATR/BPN secara intensif bekerjasama dengan Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Tak hanya ditingkat nasional, Satgas Anti-Mafia Tanah juga dibentuk ditingkat provinsi. Sehingga diharapkan wilayah kerja dalam pemberantasan mafia tanah bisa lebih efektif. Berdasarkan fakta riil di lapangan menunjukan bahwa ada akibat hukum yang terjadi pada pencegahan dan pe3mberantasan mafia tanah yang dilakukan dan diupayakan oleh stake holder hukum yang berkaitan, dengan ditunjukkan laporan dari Inspektur jenderal ATR/BPN bahwa pada pertengahan Oktober 2021 lalu bahwa telah memberikan sanksi terhadap 125 pegawai ATR/BPN yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Sebanyak 32 pegawai mendapatkan hukuman berat, 53 orang dihukum disiplin sedang, dan 40 orang dihukum disiplin ringan. Kerja pemberantasan terus dijalankan, hari-hari terakhir ini Tim Anti-Mafia Tanah Polda Banten telah menangkap oknum BPN Kabupaten Lebak yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah. Selain itu Berdasarkan Data yang di dapat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat ada 8.625 kasus sengketa dan konfilik pertanahan pada 2018–2020. Dari jumlah itu, 63,5 persen di antaranya berhasil diselesaikan. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Agus Widjayanto mengatakan bahwa saat ini sudah ada 5.470 kasus sengketa dan konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan. Jumlah tersebut sama dengan 63,5 persen dari total persoalan sengketa dan konflik pertanahan yang dicatat pemerintah sebanyak 8.625 kasus. Masih tersisa 3.145 kasus yang terus berjalan proses penyelesaiannya. Selanjutnya berdasarkan data  tahapan penanganan sengketa sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020,  Berdasarkan salah satu contoh perbandingan penanganan kasus sebelum dan setelah terbit Peraturan Menteri Agraraia dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat terlihat bahwa sebelum terbitnya Peraturan Menteri tersebut penanganan kasus tidak terukur dan tahapan penanganan berulang-ulang, setelah terbit Peraturan Menteri terlihat bahwa penanganan kasus lebih terukur dan tahapannya jelas. Demikian juga dengan penerapan jangka waktu dalam penanganan sengketa, maka penyelesaian kasus lebih terukur. Dengan terukurnya penanganan dan penyelesaian kasus maka dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja pelayanan.
Analisa Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Prinsip Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radruch, yaitu pertama, Keadilan Hukum, kedua, Kepastian Hukum, ketiga, Kemanfaatan Hukum. Dalam konteks Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia, sebenarnya berada dalam posisi strategis karena memiliki irisan dengan ketiga teori tujuan hukum di atas, Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum. 

a. Keadilan Hukum



Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.
 Berkaitan dengan penegakkan hukum pada upaya  pemberantasan mafia tanah yang sedang peneliti kaji, dalam hal ini tampak siklus mafia tanah yang melibatkan banyak pihak, terutama pihak-pihak dari oknum yang pada hakekatnya berfungi sebagai penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan dalam bidang administrasi pertanahan baik itu di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana dalam praktek mafia tanah mereka dalam hal ini oknum yang terlibat dalam mafia tanah,  sama-sama tidak menjalankan verifikasi mengenai akurasi dan legalitas pada dokumen pertanahan yang dimohonkan, padahal  sesuai dengan konsepsi keadilan dalam penegakkan hukum yaitu pada teori keadilan, adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.



Konsep Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum, Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, demikian juga yang terjadi pada merebaknya masalah mafia tanah yang ada di Indonesia, bahwa mafia tanah melaksanakan operasi kriminal halus, dimana kemasannya melibatkan pejabat pertanahan sebagai pemangku kebijakan dalam hal pertanahan, aparat penegak hukum yang mana kesemuanya menjadikan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat korban mafia tanah dimana kejahatan atas mafia tanah yang sulit dibuktikan.



keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa kasus mafia tanah yang ada di Indonesia, hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya yang muaranya dapat dirasakan oleh masyarakat hukum pada umumnya.



Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.
 Dalam hal ini menurut hemat penulis bahwa Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif, lebih khususnya sistem hukum positif dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.



Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada penegak hukum, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun.
 Dalam hal ini sebagai upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia sangat diperlukan adanya moralitas sebagai bentuk dari obyek kajian etika sosial daripada penegak hukum dan pemangku kebijakan dalam hal administrasi pertanahan, karena penegakan hukum dengan etika tidak jauh berbeda karena berisi aturan untuk mengatur tata kehidupan dan perbuatan manusia. Etika memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang apa yang tidak baik sementara itu hukum berperan sebagai "penjaga" agar etika dan norma-norma lain di dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik. "law floats in a sea of ethics" artinya hukum mengapung di atas samudera etika. Hukum pada dasarnya terbentuk dari norma, etika dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain etika adalah landasan bagi hukum dan hukum hanya akan tegak serta bergerak di atas etika. Dengan kata lain jika aparat penegak hukum kita bisa menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan nilai-nilai etika sosial yang baik, fenomena mafia tanah bisa dipastikan tidak akan sepopuler saat ini.      

Selanjutnya karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun dalam hal ini membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: ”semua orang sederajat di depan hukum”. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: ”memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”. Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif.
 Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (remedial), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukum harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Dalam konteks upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia hal ini berimbas pada penegakan hukum pidana, perdata, dan administrasi negara dalam hukum positif di Indonesia, baik itu penyelesaian sengketa dalam ranah Non Litigasi dan Litigasi.

Dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (iustitia distributiva) dan keadilan komulatif (iustitia commutativa). Dua macam keadilan itu sebenarnya merupakan varian-varian persamaan, tetapi bukan persamaan itu sendiri. Prinsip persamaan mengandung: “hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama pula”. Tampaknya prinsip itu merupakan terjemahan yang keliru dari ajaran ius suum cuique tribuere.
 Ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini hanya bersangkutan paut dengan apa yang menjadi hak seseorang yang lain dan dalam hubungan dengan masyarakat. Sebagai contoh dalam kajian peneliti tentang upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia adalah bentuk keadilan bagi masyarakat yang mempunyai alas hak atas tanah baik itu yang masih berupa tanah hak adat dalam hal ini, letter c, petok d, girik, dll, yang secara administrasinya berada di desa/kelurahan dalam buku riwayat tanah (baca:buku kerrawang desa), dan lebih-lebih yang sudah mempunyai alas hak berupa sertipikat hak yang sudah tersimpan rapi administrasi yuridisnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keadilan yang harus masyarakat dapat adalah merasa aman bahwa alas hak atas tanah mereka terlindungi oleh pihak-pihak yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pertanahan bukan malah terancam karena alas hak mereka sewaktu-waktu dapat beralih karena modus mafia tanah yang notabene terdapat oknum-oknum yang seharusnya menjadi alat jaminan keadilan bagi masyarakat.

Dalam konteks pembahasan tentang teori keadilan sesuai dengan pokok bahasan yang penulis teliti, terdapat keadilan distributif yaitu hubungan yang bersifat superordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian.
 Untuk melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi. Yang menjadi tolok ukur dalam prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dengan adanya dua orang atau kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat dilihat apakah yang membagi telah berlaku adil berdasarkan tolok ukur tersebut. Dalam dunia nyata, praktik dalam kajian pertanahan, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya, sesuai dengan isi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang pada intinya bermakana bahwa negara adalah yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sedangkan rakyat Indonesia adalah yang menggunakan untuk tujuan kemakmuran rakyat. Berdasarkan pandangan ini, dilihat dari keadilan distributif apakah suatu negara telah membuat undang-undang yang bersandarkan pada tolok ukur tersebut, apakah tindakan pemerintah juga demikian dan penegak hukum serta pemangku kebijakan dalam hal administrasi pertanahan telah memberlakukan tolok ukur tersebut.

Menurut Radbruch lebih jauh menyatakan bahwa prinsip keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan siapa yang diperlakukan sama dan siapa yang diperlakukan tidak sama; persamaan atau ketidaksamaan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang telah terbentuk.
 Akhirnya, bahwa keadilan distributif hanya bersangkut paut dengan hubungan di antara manusia bukan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkut paut dengan pemidanaan saja, dalam hal ini jika diurgensikan dengan upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia bisa jadi dipergunakan pisau hukum pidana, perdata, TUN. 

Bentuk kedua keadilan, yaitu keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif di antara para pihak. Untuk melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Contoh keadilan komutatif  dalam konteks penelitian yang penulis kaji tentang pertanahan yaitu mengenai ganti rugi pada pihak-pihak yang bersengketa dalam konteks mafia tanah yang bentuk penyelesaiannya dilakukan secara Non Litigasi Perdata, dimana dalam hubungan antara dua orang yang bersifat koordinatif tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan dalam pemberian ganti rugi. 

Meskipun banyak ahli yang menyatakan bahwa keadilan bukan persamaan, bentuk-bentuk keadilan yang dikemukan, yaitu kedailan distributif dan keadilan komulatif mengindikasikan adanya persamaan. Selain itu hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, yang menjadi menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat, yang pada akhirnya keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu sendiri.

b. Kepastian Hukum



Seperti yang pernah penulis ulas, bahwa dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.


Di depan penulis telah mengemukakan makna kepastian hukum menurut E. Fernando Manurung yang pada intinya mengemukakan keberadaan kepastian hukum dalam sebuah negara yang mengedepankan asas hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran. Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat, baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada. Dalam mengatur sebuah negara hukum dan memberikan rasa aman bagi para masyarakatnya kepastian hukum sangat diperlukan agar terlaksananya hukum dengan baik. Kepastian hukum sebagai salah satu identitas hukum yang cukup penting dinilai sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada sebuah pemerintahan.


Dalam tulisannya tentang kepastian hukum yang berkaitan dengan pertanahan, dalam hal ini E. Fernando Manurung menjelaskan bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi perlu dibatasi kewenangannya secara tegas agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya dalam menyediakan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.
 Demikian juga di awal telah dijelaskan oleh penulis merujuk pendapat para ahli tentang teori kepastian hukum, yang pada intinya bahwa kepastian hukum suatu peraturan akan terlihat pasti jika variabel keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bisa dirasakan dan dicapai dalam suatu penegakkan hukum suatu sengketa hukum.


Merujuk pada sengketa pertanahan secara kontekstual yaitu yang dikaji oleh penulis mengenai upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia, jelas salah satu tujuan pentingnya adalah untuk memperoleh jaminan  adanya kepastian hukum seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persengketaan. Tujuan kepastian hukum itu sendiri akan dapat terpenuhi bila seluruh perangkat atau sistem hukum dapat berjalan dan mendukung tercapainya suatu kepastian hukum, khususnya peranan lembaga-lembaga yang diberi wewenag untuk itu dalam hal pertanahan.


Dalam sistem hukum di Indonesia, seperti yang telah penulis jelaskan di muka, khususnya tentang sengketa pertanahan, dapat dilakukan melalui berbagai proses penyelesaian, baik melalui lembaga peradilan seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan ajudikasi.


Menurut pengamatan penulis, banyaknya lembaga yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam konteks mafia tanah yang sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau keputusan yang bersifat kelembagaan, merupakan salah satu faktor penyebab kurang terjaminnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam konteks mafia tanah di Indonesia, walaupun faktor pendukung lainnya cukup dominan juga dalam mempengaruhi kurangnya kepastian hukum dimaksud, seperti banyaknya keputusan hakim yang tumpang tindih atau keputusan hakim yang tidak dapat dieksekusi (non executable) di lapangan.


Lembaga peradilan yang memilki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sengketa pertanahan bertujuan untuk memenuhi harapan bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan tanpa membeda-bedakan dengan melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.


Dalam praktek yang berlaku sekarang yang sering penulis alami sebagai seorang yang berprofesi sebagai Advokat / Mediator / Konsiliator / Ajudikator / Arbiter dan Konsultan Hukum, proses beracara di pengadilan dalam perkara perdata terkait sengketa tanah dalam konteks mafia tanah pada hakikatnya tidak berbeda dengan sengketa perdata lainnya, yaitu mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku sampai saat ini. Proses hukum penyelesaiannya yang dimulai pada tingkat pertama sampai mempunyai kekuatan hukum tetap (incrakh van gewijsde) biasanya memerlukan waktu yang sangat lama dan memerlukan biaya yang tidak murah sebagai biaya panjar, biaya operasional, dan biaya-biaya lainnya, sehingga menurut hemat penulis belum mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah.


Selain secara perdata, mengenai sengketa pertanahan dalam konteks mafia tanah seperti yang penulis paparkan di muka, bahwa bisa juga diselesaiakan melalui peradilan tata usaha negara, yaitu peradilan yang yang dilakukan oleh hakim-hakim yang khusus diangkat untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata, yang akan memeriksa dan menilai tuntutan hukum terhadap penguasa atau sifatnya beshiking / kebijakan yang dikeluarkan, dan hakim akan mencari kebenaran materiilnya. Putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Dalam hal sengketa pertanahan Pengadilan Tata Usaha Negara digunakan untuk penyelesaian sengketa yang berkaiatan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan dalam hal pertanahan, misalnya kepala desa/lurah mengeluarkan letter c/petok d/girik palsu., Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertipikat palsu, dll.


Sedangkan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan di luar pengadilan (Non Litigasi), / Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang pada dasarnya digunakan untuk tujuan mempercepat waktu, mengurangi biaya, melalui negosiasi dan musyawarah mufakat untuk tujuan mencari win-win solution  bagi semua pihak. Khusus untuk penyelesaian secara mediasi bisa dibantu oleh Mediator Bersertifikat dari Mahkamah Agung RI / Mediator Bersertifikat dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Terakreditasi dari Mahkamah Agung RI, atau jika alas hak atas tanahnya sudah bersertifikat maka dapat melalui Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Seksi Penaganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementrian ATR/BPN pada kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdiksi terjadinya sengketa/konflik pertanahan yang terjadi.


Dalam hal ini menurut hemat penulis, bahwa selama ini penyelesaian sengketa yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas sering mengundang permasalahan yang mengakibatkan kepentingan masyarakat dirugikan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya atau inskonsistennya sistem peradilan dan banyaknya putusan hakim yang tumpang tindih atau saling bertentangan mengenai sengketa tanah dalam konteks mafia tanah sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi atau dalam bahasa awam hanya menang di atas kertas.


Konklusi penulis menjabarkan bahwa fungsi peradilan dan lembaga-lembaga yang bersentuhan dengan sengketa pertanahan dalam konteks mafia tanah tidak maksimal dan cenderung menjadi sangat kompleks, memerlukan waktu yang panjang, biaya yang mahal, dan pada akhirnya tidak memberi kepastian hukum pada masyarakat pencari keadilan dan negara.


Suatu putusan yang benar tanpa ada keadilan menimbulkan gejolak masyarakat dan tindakan-tindakan anarki masyarakat. Hakim dalam hal ini tidak dapat secara formal hanya melihat pembuktian-pembuktian secara otentik saja, melainkan harus mengetahui status tanah, riwayat tanah, asal usul tanah, dan lain-lain sudut pandang hingga terakhir hak atas tanah beserta kepemilikannya, karena menurut pengamatan penulis dalam menangani beberapa kasus sengketa pertanahan alas hak yang masih dalam penguasaan tanah adat yang belum sertipikat pengadministrasian tanahnya relatif banyak yang tidak tertib dan banyak terjadi peyimpangan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial, begitu juga apabila alas hak atas tanah sudah bersertifikat maka dapat ditemui kasus sertipikat ganda atau tumpang tindih kepemilikan hak, dimana hal ini tentu adanya oknum-oknum Kantor Pertanahan / BPN setempat yang bermain penyimpangan hukum atau melanggar hukum dengan modus kejahatan yang bervariatif, sehingga tentunya ada pihak yang dirugikan.   


Menurut hemat penulis, berpendapat bahwa dari hal-hal yang terjadi dalam hal upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus yaitu dengan adanya peradilan khusus di bidang pertanahan agar dapat menghindari putusan-putusan yang saling tumpang tindih dan kontradiksi sehingga kurang menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum. Harapan akan lahirnya Pengadilan Khusus Pertanahan diharapkan mampu menyelesaikan sengketa pertanahan / konflik pertanahan / mafia tanah yang selama ini masih banyak yang belum terselesaikan dengan baik dan tentunya menjadi perhatian publik. 
c. Kemanfaatan Hukum
Teori ini sebetulnya bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarianisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Jika dsinergikan dengan aturan hukum positif yang mengatur tentang upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia, baik itu ditinjau penerapannya pada hukum pidana, hukum perdata, ataupun hukum tata usaha negara memang sudah diatur tentang kosekuensi hukum jika terjadi sengketa pertanahan dalam konteks mafia tanah, hanya saja dalam hal ini menurut hemat penulis aturan yang ada dalam sistem hukum positif di Indonesia saat ini hanya sedikit membuat efek positif bagi pelaku atau subyek pelaku kejahatan/sengketa pertanahan dalam konteks mafia tanah, baik itu yang dilakukan secara orang perorang/badan hukum perdata/secara konspirasi yang dilakukan dengan melibatkan oknum pejabat/pemangku kebijakan administrasi pertanahan dan penegak hukum, efek positif yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah:

A. Konsep efek jera bagi pemidanaan dalam hal penegakan hukum pidana sebagai upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

Sanksi pidana pada dasarnya adalah sama seperti konsep obat dalam ilmu kedokteran, baik dalam definisinya yang secara terminologis diartikan sebagai “bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit”. Maupun dalam konteks obat yang diartikan
sebagai zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta
mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Hanya
saja, jika sanksi pidana adalah obat, maka hakim adalah dokter yang
menulis preskripsi resep melalui putusannya. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa konsepsi keadilan didalam putusan tersebut sejak awal
berada dalam ranah keadilan korektif yang fokus utamanya ada pada
pembetulan sesuatu yang salah manakala kesalahan dilakukan.
Sayangnya, hingga saat ini belum ada suatu pedoman pemidanaan yang
dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana guna
menjamin nilai keadilan, kepastian maupun kemanfaatan hukum
dimasyarakat sehingga seringkali putusan yang dihasilkan oleh hakim
dianggap tidak berkualitas, kurang adil dan kurang bertanggungjawab
meskipun Asas Res Judicata Provaritate Habetur 
 tetap berlaku bagi semua
pihak yang terlibat dalam suatu peradilan pidana.

Dari suatu perkara pidana mengenai sengketa pertanahan dalam konteks mafia tanah yang diproses, ternyata belum tentu memperoleh legitimasi dari masyarakat. Bukan karena putusan tersebut adalah ilegal melainkan karena putusan hakim dalam perkara pidana tersebut mengakibatkan hubungan yang tidak selaras antara pengadilan (otoritas hukum) dengan masyarakat. Sebab, meskipun putusan pengadilan tersebut adalah sah dan berlaku secara hukum, bisa saja putusan tersebut tidak legitimate karena bertentangan dengan norma hukum yang selama ini dianut oleh Terdakwa, korban dan
masyarakat berdasarkan pengalaman pribadi mereka dan apa yang mereka alami dalam kasus pertanahan tersebut. Artinya disini secara kasat mata dan hati nurani masyarakat bisa merasakan bahwa proses hukum yang terjadi dalam hal pemidanaan kasus pertanahan belum sepenuhnya menjadi efek jera baik itu bagi pelaku tindak pidana pertanahan dalam konteks mafia tanah ataupun kepada korban yang merasakan keadilan berupa kemanfaatan hukum sebagai masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan semakin “halus dan cantiknya”
 modus operandi mafia tanah dari tahun ke tahun.

B. Konsep ganti rugi perdata dalam hal penegakkan hukum perdata sebagai upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum pada perbuatan perdata. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata di derita, maka untuk ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdik” (smart money).

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut: 

a. Ganti rugi nominal: jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal. 

b. Ganti rugi kompensasi: merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/manfaat dari obyek tanah yang dimiliki, akibat perbuatan melawan hukum atas obyek tanah, sakit dan penderita, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain. 

c. Ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat. Misalnya diterapkan terhadap kasus pertanahan dalam konteks mafia tanah yang secara sengaja merampas/memalsu hak atas tanah yang bukan miliknya.


Dalam konteks pemberian ganti rugi ini, terkadang dalam praktik khususnya yang diterapkan dalam pembebanan ganti rugi sengketa pertanahan dalam konteks mafia tanah di lapangan, tidak sepenuhnya terealisasi dan tereksekusi dengan baik sesuai dengan putusan hakim, karena pihak yang dibebankan untuk membayar ganti rugi terkadang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar ganti rugi tersebut, dalam hal ini masyarakat pencari keadilan merasakan ketidak manfaatan hukum bagi pencari keadilan dan lebih merasakan hanya menang diatas kertas saja dalam putusan pengaadilan tanpa adanya eksekusi riil pembebanan ganti rugi yang sebenarnya, padahal pihak korban sudah meluangkan waktu yang lama dalam proses penanganan perkara mulai dari tahap pertama hingga inkrach, dan mengeluarkan biaya yang tidak murah.

C. Konsep tentang sanksi administrasi dalam hukum Tata Usaha Negara.

Sanksi administrasi bukan atas dasar putusan pengadilan melainkan dari instansi pemerintahan sendiri, PTUN hanya diberi wewenang sebatas menilai keabsahan (menilai dari segi hukum/rechmatigheid) surat keputusan pejabat, akan salah kiranya berpikir bahwa PTUN berwenang memberikan jenis sanksi langsung kepada pejabat atas kesalahannya dalam membuat keputusan, pengadilan hanya berwenang menegaskan dan/atau menyatakan bahwa keputusan pejabat yang bersangkutan batal atau tidak sah dan karenanya secara hukum keputusan tersebut haruslah dicabut, kewajiban mencabut keputusan yang dibatalkan tersebut bukanlah bentuk sanksi yang sesungguhnya melainkan konsekuensi terhadap keputusan yang cacat hukum, pada posisi tersebut pajabat yang bersangkutan tidak dalam kapasitas dirugikan ataupun disandera kebebasannya untuk melakukan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik,
konsep sanksi mulai lahir ketika badan/pejabat TUN tidak mau melaksanakan
putusan pengadilan, ancaman dan jenis sanksinya juga terlepas dari isi putusan
pengadilan tapi merupakan sanksi baru yang akan dijatuhkan secara intern institusi itu sendiri.

Hukum acara PTUN sebenarnya telah mengatur tentang sanksi terhadap badan atau pejabat TUN yang ingkar terhadap putusan PTUN, namun pengaturan tersebut tidak konkrit dan tidak tuntas karena masih menggantungkan pada aturan pelaksana yang sampai sekarang belum terealisasi, kondisi demikian memberi peluang bagi pejabat untuk tidak mematuhi putusan PTUN karena tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan jika tidak patuh, situasi inilah salah satu faktor yang melatarbelakangi gagalnya penegakan hukum administrasi di Indonesia, diperparah lagi timbulnya istilah pembangkangan pejabat tersebut sudah membudaya sehingga pejabat sudah tidak malu ketika tidak mematuhi putusan PTUN kerana dianggap lumrah, kerap kali ditemukan dibebarapa pertemuan ilmiah menempatkan budaya hukum pejabat
sebagai salah satu kendala pelaksanaan putusan PTUN, istilah demikan tentunya
tidak tepat karena budaya hukum adalah sikap dan perilaku menurut hukum,
sedangkan prilaku pejabat tersebut adalah sikap dan perilaku yang betentangan
dengan hukum.

Dari hal tersebut diatas, jelas menurut hemat penulis bahwa dalam penerapan upaya hukum pemberantasan mafia tanah yang melibatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat/pemangku kebijakan yang berwenang dalam hal Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya seperti “macan ompong”, dimana ketika putusan pengadilan tidak dijalankan, atau setidak-tidaknya peraturan yang tidak tegas atau legislatornya yang pantas menyandang predikat “macan ompong”, sehingga jelas sekali bahwa kemanfaatan hukum tidak terealisasi dalam praktik tata usaha negara untuk pejabat TUN yang seharusnya menjadi contoh yang baik disegala tindakannya karena orang yang menduduki jabatan adalah orang-orang pilihan yang dipercayakan negara atas kemampuan, intregritas dan keprofesionalannya dalam mengembankan amanah, oleh karenanya jabatan tidak dapat dipisahkan dari pemangkunya, terhadap jabatanpun harus diberi perlindungan dari orang-orang yang tidak professional, salah satunya adalah dengan memberi sanksi yang tegas ketika pemangkunya unprofessional, selama ini perlindungan terhadap keprofesionalan jabatan masih digantungkan dari rumusan kode etik atau etika jabatan yang tersebar di profesi masing-masing secara sektoral dan cenderung tidak mengandung sanksi yang tegas, oleh karenannya perlu dirumuskan etika administrasi negara secara khusus dalam rangka penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.

Atas dasar ke tiga hal tersebut di atas, dalam hal teori kemanfaatan, maka bisa disimpulkan, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut diatas. Jadi, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik, demikian pula hukuman sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terhukum. 

2. Teori Sistem Hukum



Dengan pemahaman yang kuat tentang teori hukum, sistem hukum dapat dirancang dan dijalankan dengan cara yang adil dan efektif. Tanpa pemahaman yang baik tentang teori hukum, mungkin sulit untuk menjamin keadilan dalam sistem hukum. Namun hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan ketidakadilan.  Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang berjalan tidak efektif sebagaimana mestinya. Ibarat seorang petani menuai hasil panennya, banyak dijumpai hasil panen yang tidak sesuai harapan petani, terkena hama dan bahkan bisa mengalami gagal panen. Demikian juga bila dianalogikan dengan hukum, jika hukum tidak bisa dijalankan dengan efektif, maka hukumpun tidak dapat melaksanakan fungsinya. Hama yang dimaksud dalam hukum yaitu “hama” hukum yang dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum.
 Dalam hal ini bisa penulis kupas satu persatu yaitu sebagai berikut :

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam konteks Upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia pihak-pihak yang berwenang dalam hal mengeluarkan kebijakan pertanahan/administrasi pertanahan juga digolongkan dalam struktur hukum. Di Indonesia sendiri, masih menjadi tugas besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Dalam konteks upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia, masih banyak oknum yang terlibat dalam kasus mafia tanah dimana sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif, karena modus operandi mafia tanah adalah melibatkan oknum-oknum yang berperan penting dalam hal kewenangan bidang pertanahan.

Dalam teorinya Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Hukum Acara Pidana didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).
 Sedangkan berdasarkan Hukum Acara Perdata didasarkan pada   BW, WvK (Wetboek van Koophandel; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Peraturan Kepailitan; UU Nomor 48 Tahun 2009 Tidak boleh dilupakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada 29 Oktober 2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata; UU Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang tersebut mengatur susunan Mahkamah Agung; kekuasaan Mahkamah Agung; serta hukum acara Mahkamah Agung, termasuk pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali. Undang-undang ini memuat ketentuan hukum acara perdata; UU Nomor 49 Tahun 2009 Kiranya perlu juga diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga sebagai sumber hukum acara perdata; Yurisprudensi Sebagai perbandingan, perlu diketahui juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara 77) tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang penerapannya selambat-lambatnya lima tahun sesudah diundangkannya;  Yurisprudensi merupakan sumber pula dari pada hukum acara perdata, antara lain dapat disebutkan putusan Mahakamah Agung tertanggal 14 April 1971 Nomor 99 K/Sip/197122 yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW dengan tidak membedakan antara permohonan untuk mendapatkan izin guna mengajukan gugat perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri yang berarti bahwa hakim harus mengusahakan perdamaian di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 HOCI  (S.1933 No. 74) : bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen); Adat Kebiasaan Hakim dalam Memeriksa Perkara. Adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata juga sebagai sumber dari hukum acara perdata.
 Dalam Hukum Acara Perdata struktur hukum yang dimaksud adalah: Kuasa Hukum, Majelis Hakim, Panitera Perdata, dan Pejabat Pengadilan yang berwenang lainnya. Sedangkan berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (perubahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004), dimana dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara data struktur hukum yang dimaksud adalah: Kuasa Hukum, Majelis Hakim, Panitera, dan Pejabat Pengadilan TUN yang berwenang lainnya.

Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut di atas,  dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan dan mimpi belaka. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. 

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran hukum, terlebih dalam konteks upaya hukum pemberantasan mafia tanah di Indonesia, banyak oknum polisi yang bermain dan terlibat dalam kasus mafia tanah dimana menyalahi aturan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian dalam memproses perkara pertanahan yang masuk dengan tidak mengedepankan loyalitas dan kredibilitas sebagai seorang penyidik kepolisian dengan meminta sejumlah uang, walaupun itu di pihak yang salah. Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, hal ini berimbas pada masyarakat yang tidak lagi mempercayai eksintensi penegak hukum di negeri ini. Belum lagi di tingkat kejaksaan dan pengadilan, yang juga bermain dalam upaya hukum pemberantasan mafia tanah  yang menggambarkan kondisi struktur hukum yang sangat memprihatinkan tersebut, maka hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

A. Subtansi Hukum (Legal Subtance)
Substansi hukum adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di indonesia menunjukan banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Subtansi hukum juga bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. 

Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem, sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). 

Dalam praktik di Indonesia khususnya tentang upaya hukum pemberantasan mafia tanah, banyak sekali regulasi aturan hukum yang menimbulkan banyak tafsir aturan yang dibuat dan pada akhirnya membuat peraturan yang digunakan tidak efektif dan tidak menghasilkan cita-cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

3. Budaya Hukum (Legal Culture)
Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. 

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat.

Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat dan orang-orang yang memegang peranan dalam sistem hukum  mempunyai budaya yang sulit sekali untuk dihilangkan secara tuntas, dikurangi mungkin iya. Contoh budaya tersebut adalah budaya “suap”, Suap dan korupsi bukanlah nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Tapi suap seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang berduit. Jika menengok dari sejarah, budaya suap dan korupsi sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru. Parahnya, malah keterusan hingga saat ini. Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan, keuasaan bahkan juga jabatan. Demi mendapatkannya, orang-orang rela melakuan apa saja bahkan menempuh jalan “belakang” jika perlu. Yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sepele dan sering kita temui adalah praktik suap yang dilakukan olah perangkat desa/kelurahan dalam melayani kepentingan masyarat desa/kelurahan dalam hal pengadministrasian alas hak pertanahan mereka yang masih dalam bentuk tanah hak adat, seperti yang diamati sendiri oleh penulis bahwa meminta untuk dibuatkan surat salinan Letter C / Riwayat tanah / pernyataan tidak sengketa sebagai syarat untuk peralihan hak di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pihak desa/kelurahan sangat beragam meminta uang yang dalihnya biaya administrasi, dalam praktik di lapangan nominal yang diminta dalam hal ini adalah oleh pejabat sekretaris desa (baca;carik), dan/Sekretaris Kelurahan yang tentunya sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah kisaran Rp. 500.000,- sampai dengan 10.000.000 per bidang tanah tergantung luas hak atas tanahnya dan nilai pasarnya, begitupun masyarakat yang diminta memenuhi keinginan pejabat desa/kelurahan tersebut karena memang membutuhkan sebagai persyaratan untuk peralihan hak di PPAT. Dalam hal ini budaya suap seperti ini tentunya berlangsung naik ke instansi diatasnya, Misalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang akan meminta uang tambahan untuk percepatan waktu urusan permohonan yang diajukan oleh masyarakat, di luar biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang merupakan biaya resmi yang harus dibayarkan pemohon ke teller Bank yang bekerja sama dengan BPN. Tidak hanya berhenti pada BPN, Instansi Kepolisian, Instansi Kejaksaan, Bahkan Pengadilan juga mempunyai budaya seperti itu yang antara masyarakat dan pemangku jabatan dalam instansi tersebut sama-sama tahu, dan tidak mempunyai keinginan untuk memotong mata rantai alur budaya negatif seperti itu.

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi, jelas bahwa untuk memotong mata rantai adanya budaya hukum yang kurang baik dalam masyarakat hukum kita, perlu adanya kecerdasan masyarakat dalam menyikapi hal ini, masyarakat jangan serta merta menerima kebijakan sepihak yang dibuat oleh oknum yang mengatasnamakan pelayanan untuk membayar sejumlah uang sebagai pelicin.

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik suap mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhdap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberikan suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” malah menawari si terdakwa. Bahkan tak jarang ada terdakwa yang justru takut hukumannya akan tambah berat jika tidak menerima tawaran tersebut.

Di akhir pembahasan mengenai budaya hukum yang notabene negatif dalam hal ini, kesemuanya menurut hemat penulis tidaklah terlepas dari Iman Yang Lemah otamatis akan membuat seseorang akan jauh dari Tuhan YME. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa yang dalam ajaran agama apapun tidak dibenarkan.
Kesimpulan

1. Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Pidana.Terkait dengan tindak pidana pertanahan, maka dasar hukum pengaturannya  terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yaitu, Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP; Kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP; Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP; serta pasal Pasal 372 Jo 378 KUHP tentang Kejahatan penggelapan/penipuan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan stellionaaat, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, dan PRP No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang Penyertaan dalam tindak pidana., Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Perdata. Terkait dengan obyek tanah dalam hukum perdata, maka dasar hukum pengaturannya  terdapat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang muncul akibat dari Undang-undang Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. adapun beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dalam hal ini, yaitu, Pasal 1365 KUHPerdata; Pasal 1366 KUHPerdata; Pasal 1367 KUHPerdata; Pasal 1368 KUHPerdata; Pasal 1369 KUHPerdata; Pasal 1792 KUHPerdata; Pasal 1354 KUHperdata; Pasal 1263 KUHPerdata; Selain diatur di Buku II KUHPerdata/BW, hukum benda juga diatur dalam: Undang Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya. Dengan berlakunya UUPA ini maka berlakunya pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdata/BW dapat dirinci sebagai berikut : Pasal-pasal yang masih berlaku penuh., Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang   bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya., Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih  berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya; Undang Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan; Undang Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik; Undang Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik dan crediet verband; UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya; UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia., Dasar Hukum Pengaturan Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Tata Usaha Negara. Terkait dengan sengketa TUN pertanahan, maka dasar hukum pengaturannya  terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yaitu,  Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945; Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (perubahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004); Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No 35 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman); Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (perubahan dari Undang-Undang No 14 Tahun 1985, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung); Yurisprudensi; Praktek Administrasi Negara sebagai hukum kebiasaan; Doktrin atau pendapat para ahli hukum.
2. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara (TUN) :
Non Litigasi berupa Mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagi alas hak sertipikat, Jika mediasi berhasil dibuatkan Surat Rekomendasi penyelesaian kasus disampaikan ke kepala Kantor Pertanahan, jika digelar di Kementerian dan/atau kantor Wilayah akan tetapi pelaksanaan penyelesaian kasus merupakan kewenangan kantor pertanahan; Mediasi oleh Mediator bersertifikat dari MA RI atau dari Lembaga Diklat Terakreditasi MA RI (bagi alas hak yang belum bersertifikat, Petok D, Letter C, Girik), jika mediasi berhasil dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian / Akta Perdamaian Notariil dan didaftarkan para pihak di Pengadilan Negeri Wilayah hukum letak tanah yang jadi obyek kasus untuk memperoleh Putusan Perdamaian (Akta Van Dading)., Litigasi Delik/Tindak Pidana: Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas); laporan Polisi (LP); P21; Kejaksaan; Proses Peradilan Pidana; Putusan Pengadilan, dapat dilakukan Upaya Biasa yaitu berupa banding dan Kasasi, dan Upaya luar biasa yaitu Pemeriksaan Kasasi demi kepentingan umum, dan Peninjauan Kembali., Sedangkan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum  Perdata Non Litigasi berupa Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator; Arbitrase, yaitu seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh Lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya oleh seorang Arbiter; Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan dibantu oleh Konsiliator; Ajudikasi, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Ajudikator., Litigasi, yaitu Gugatan perdata; Mediasi Pengadilan (Berhasil/Tidak); Jika tidak berhasil proses gugatan selanjutnya; Pembacaan Gugatan; Eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisional, gugatan rekonvensi; Replik-Duplik; Pembuktian, barang bukti dan saksi; Kesimpulan; Musyawarah tertutup; Putusan; Upaya Hukum Biasa (banding dan Kasasi); Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali, Derden Verzet)., dan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pemberantasan Mafia Tanah dalam Aspek Hukum  Tata Usaha Negara, yaitu pendaftaran Gugatan tata Usaha Negara (TUN), Berhenti atau Dismissal, Jika lanjut maka dilanjutkan dengan Pemeriksaan Persiapan; Pembacaan Gugatan; Pembacaan Jawaban; Replik-Duplik; Pembuktian; Kesimpulan; Putusan; Upaya Hukum Biasa (Perlawanan Penetapan Dimissal, Banding, dan kasasi); Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali, Kasasi demi Kepentingan Hukum).

3. Akibat hukum dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia, serta berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah dan semangat bersama yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu instansi yang berwenang memutus praktik mafia tanah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah pada awal 2021. Dalam hal ini ATR/BPN secara intensif bekerjasama dengan Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Tak hanya ditingkat nasional, Satgas Anti-Mafia Tanah juga dibentuk ditingkat provinsi. Sehingga diharapkan wilayah kerja dalam pemberantasan mafia tanah bisa lebih efektif. Berdasarkan fakta riil di lapangan menunjukan bahwa ada akibat hukum yang terjadi pada pencegahan dan pe3mberantasan mafia tanah yang dilakukan dan diupayakan oleh stake holder hukum yang berkaitan, dengan ditunjukkan laporan dari Inspektur jenderal ATR/BPN bahwa pada pertengahan Oktober 2021 lalu bahwa telah memberikan sanksi terhadap 125 pegawai ATR/BPN yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Sebanyak 32 pegawai mendapatkan hukuman berat, 53 orang dihukum disiplin sedang, dan 40 orang dihukum disiplin ringan. Kerja pemberantasan terus dijalankan, hari-hari terakhir ini Tim Anti-Mafia Tanah Polda Banten telah menangkap oknum BPN Kabupaten Lebak yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah. Selain itu Berdasarkan Data yang di dapat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat ada 8.625 kasus sengketa dan konfilik pertanahan pada 2018–2020. Dari jumlah itu, 63,5 persen di antaranya berhasil diselesaikan. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Agus Widjayanto mengatakan bahwa saat ini sudah ada 5.470 kasus sengketa dan konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan. Jumlah tersebut sama dengan 63,5 persen dari total persoalan sengketa dan konflik pertanahan yang dicatat pemerintah sebanyak 8.625 kasus. Masih tersisa 3.145 kasus yang terus berjalan proses penyelesaiannya. Selanjutnya berdasarkan data  tahapan penanganan sengketa sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020,  Berdasarkan salah satu contoh perbandingan penanganan kasus sebelum dan setelah terbit Peraturan Menteri Agraraia dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat terlihat bahwa sebelum terbitnya Peraturan Menteri tersebut penanganan kasus tidak terukur dan tahapan penanganan berulang-ulang, setelah terbit Peraturan Menteri terlihat bahwa penanganan kasus lebih terukur dan tahapannya jelas. Demikian juga dengan penerapan jangka waktu dalam penanganan sengketa, maka penyelesaian kasus lebih terukur. Dengan terukurnya penanganan dan penyelesaian kasus maka dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja pelayanan.
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